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Abstrak
Setiap  bentuk  pemberian  kredit  memiliki  risiko  untuk  mengurangi  risiko  dalam penyaluran
kredit adalah melakukan kerja sama pemberian kredit atau disebut juga kerja sama pembiayaan
antarbank. Bentuk kerja sama pembiayaan yang umum dilakukan oleh bank-bank lebih dikenal
dengan kredit sindikasi. Dalam praktik, permasalahan mengenai kredit macet tetap saja muncul.
Salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk masalah tersebut adalah melalui hukum kepailitan.
Permasalahan yang  sering  dihadapi  dalam hal  kepailitan  kredit  sindikasi  adalah  siapa  yang
berwenang untuk melakukan  permohonan  pailit  kepada  debitor  apabila  para  kreditor  terikat
perjanjian kredit sindikasi, apakah pernyataan pailit tersebut harus dilakukan oleh seorang agen
ataukah dibolehkan pula kreditor itu sendiri mengajukan permohonan pailit dengan atau dengan
tanpa  persetujuan  kreditor  lainnya?  Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004
(UUKPKPU), seorang debitor dapat dipailitkan oleh satu atau lebih kreditornya. Akan tetapi,
dalam UUKPKPU tidak dijelaskan secara terperinci perihal kreditor mana yang berhak untuk
mengajukan permohonan pailit apabila kreditor terikat perjanjian kredit sindikasi. UUKPKPU
menyebutkan hanya satu kali perihal kreditor sindikasi, yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)
sebagai  berikut  “Bilamana  terdapat  sindikasi  kreditor,  maka  masing-masing  Kreditor  adalah
Kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2”.  Sedangkan  Pasal  1  angka  2
menyebutkan “Kreditor adalah orang yang mempunyai  utang karena perjanjian atau undang-
undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Hal ini berarti, UUKPKPU tidak membedakan
kedudukan kreditor dari suatu perjanjian biasa atau perjanjian sindikasi. Seorang debitor dapat
dipailitkan oleh salah  satu  atau lebih  kreditornya.  Mengingat  dalam skema  sindikasi  kredit,
terdapat  agen fasilitas  yang  mendapatkan  kuasa  untuk  bertindak  untuk  dan  atas  nama  para
kreditor termasuk untuk mewakili ke pengadilan. Kepailitan dapat terjadi dikarenakan debitor
dalam keadaan tidak  membayar  hutangnya  pada kreditor  yang  sudah jatuh tempo,  dan  bila
kepailitan tersebut terjadi terhadap debitor yang terikat perjanjian kredit sindikasi, maka hal ini
akan  menimbulkan  masalah  bagi  peserta  kreditor  sindikasi  yang  berhak  mengajukan
permohonan pailit, mengingat kreditor dalam kredit sindikasi dianggap sebagai kreditor Pasal 1
angka 2 UUKPKPU. Dalam kredit sindikasi terdapat agen bank mempunyai peran yang besar,
yaitu mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditor. Pihak
agen bank ini diangkat oleh para kreditor, serta hak atau kewenangan agen tersebut sudah diatur
oleh para kreditor dengan agen itu. Masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan
hukum yang  langsung dengan debitor, karena itu tidak dapat  berhubungan langsung dengan
debitor,  dengan  demikian  anggota  dari  peserta  sindikasi  tidak  berhak  menagih  pembayaran
(menegur) kredit pokok atau bunganya kepada debitor apabila debitor menunggak pembayaran,
segala  perbuatan  hukum  termasuk  menyurati  debitor  hanya  dapat  dilakukan  oleh  agen.
Penelitian  ini  akan  berupaya  untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan  berikut:
Bagaimanakah ketentuan Pasal 2 ayat (1) disertai penjelasannya pada
1
2Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diterapkan (ditaati) oleh para pihak yang terlibat
dalam proses kepailitan di dalam kredit sindikasi? Bagaimanakah hakim menerapkan Pasal
2 ayat (1) disertai penjelasannya dalam putusan pengadilan yang dibuatnya? Bagaimanakah
para pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi khususnya peserta kredit sindikasi dan agen
fasilitas  mencari  celah  (loophole)  untuk  melakukan  pengajuan  permohonan  pailit,
mengingat  ketentuan  mengenai  kepailitan  terhadap  kredit  sindikasi  masih  belum  diatur
secara  lengkap dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? Analisis  yang dilakukan
untuk  menjawab  pokok  permasalahan  tersebut  akan  menggunakan  metode  penelitian
normatif.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan  (approach)  dari  sudut
pendekatraktan ilmu hukum, baik secara yuridis (apa yang tertulis di dalam undang-undang)
maupun empiris (apa yang terjadi di dalam praktik).
Kata-kata kunci: kredit sindikasi, permohonan pailit.
I. PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  meningkatnya volume  dan  jenis  aktivitas  perekonomian,  maka
kebutuhan akan modal usaha menjadi semakin besar, dan oleh sebab itu, dibutuhkan suatu
model kerja sama beberapa bank, yaitu bisa dalam bentuk pinjaman sindikasi kredit.
Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya selain memperhatikan kemampuan
nasabahnya dalam membayar kembali utang-utangnya juga memperhatikan kemampuan bank
dalam memberikan kredit dan kemampuan bank untuk menanggung risiko atas kredit yang
diberikan. Kredit sindikasi merupakan solusi atas risiko yang kemungkinan ditanggung oleh
bank pemberi kredit apabila kalangan perbankan dianggap sudah terlalu tinggi rasio risiko
yang dipikul oleh bank pemberi kredit.
Kredit sindikasi merupakan suatu teknik yang dapat menyebar risiko kepada bank
lainnya yang ikut bergabung dalam pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu, kredit
sindikasi tidak cocok bagi pemodal yang membutuhkan dana kecil. Namun, ada keadaan-
keadaan di mana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga
dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk memikulnya sendiri.1
Setiap bentuk pemberian kredit memiliki risiko, di mana tingkat besar kecilnya risiko
tersebut tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu usaha lembaga
perbankan untuk mengurangi risiko dalam penyaluran kredit adalah melakukan kerja sama
pemberian kredit dengan sejumlah bank, atau disebut juga kerja sama pembiayaan antarbank.
Bentuk kerja sama pembiayaan yang umum dilakukan oleh bank-bank dewasa ini adalah
bentuk pembiayaan sindikasi atau yang lebih dikenal dengan kredit sindikasi. Kredit sindikasi
1 Sutan Remy Sjahdeini (a), Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum (Jakarta: PT. 
Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 7.
3dapat diartikan sebagai suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih 
bank.2
Beberapa pertimbangan mengapa bank bekerja sama memberikan kreditnya dengan 
bank lain, yaitu karena alasan:
1. Permintaan jumlah pinjaman yang meningkat, terutama dari debitor kelas menengah dan
besar, sehingga menyulitkan bank untuk membiayai sendiri tanpa bekerja sama dengan
bank lain;
2. Untuk mengurangi risiko, misalnya kalau kredit yang diberikan “pinjaman bermasalah”,
sekaligus untuk memenuhi ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) atua
Legal Lending Limit;
3. Bank tertarik dengan management fee dalam kredit sindikasi.
Kredit sindikasi termasuk ke dalam kredit menurut aktivitas perputaran usaha, yaitu
termasuk ke dalam kredit besar. Kredit besar ditinjau dari jumlah kredit yang diterima oleh
debitor. Dalam pelaksanaan pemberian kredit  yang besar ini bank dengan melihat risiko
yang besar pula biasanya memberikannya secara kredit sindikasi ataupun konsorsium. Hal
demikian guna menekan risiko serta  dana yang tersedia dapat  disebar  tidak hanya pada
suatu perusahaan saja sehingga guna pemberian kredit yang besar dilakukan dengan cara
pembiayaan bersama (co financing/joint  financing).  Cara  pembiayaan bersama ini  dapat
dilakukan antarbank milik  negara,  antara  baik  milik  negara  dan  bank milik  pemerintah
daerah, serta antara bank milik negara dan bank milik swasta atau bank asing.3
Menurut Stanley Hurn,4 definisi kredit sindikasi adalah “A syndicated loan is a loan
made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using common
documentation  and  administered  by  a  common  agent”.  Di  dalam  terjemahan  bebasnya
berarti bahwa sebuah kredit sindikasi adalah sebuah kredit yang dibuat oleh 2 (dua) atau
lebih institusi atau perusahaan yang memberikan kredit, di dalamnya mempunyai hal yang
sama mengenai syarat dan kondisi, biasanya di dalam praktik menggunakan dokumentasi
dan administrasi yang sudah ada dan lazimnya dilakukan oleh agen.
Pengertian lain dari kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank
kepada seorang debior di mana di antara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat
2 Yunus Husein, “Kredit Sindikasi,” Pengembangan Perbankan (No. 46, Maret-April 1994).
3 Muhammad Djumhana, Hukum Pebankan di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.
495.
4 Stanley Hurn, Syndicated Loan: A Handbook for Banker and Borrower (England: Woodhead-Faulkner,
1990), hlm. 1.
4hubungan lintas kredit yang dikoordinasikan secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai
koordinatornya yang disebut lead creditor atau lead manager.5
Karena adanya hubungan yang bersifat lintas kreditor, jika ada wanprestasi terhadap salah
satu kreditor juga dianggap wanprestasi terhadap seluruh kreditor lain.6 Menurut Sutan Remy
Sjahdeini,  dari  subjeknya  dapat  dilihat  ada beberapa pihak yang  terlibat  dalam suatu kredit
sindikasi, yaitu: pihak debitor, pihak kreditor, pihak lead manager, dan pihak agen
bank.7
Model pemberian kredit sindikasi ini selain untuk membagi risiko juga agar masing-
masing  pemberi  kredit  terhindar  dari  pelanggaran  BMPK  (Batas  Minimum  Pemberian
Kredit) yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
Dalam perkembangannya, permasalahan mengenai kredit macet tetap saja muncul. Salah
satu  solusi  yang  dapat  ditempuh  untuk  masalah  tersebut  adalah  melalui  cara  kepailitan.
Kepailitan  merupakan  cara  yang  tepat  bagi  kreditor  yang  ingin  menagih  piutang  dasarnya.
Kepailitan  merupakan  sita  umum  yang  mencakup  seluruh  harta  kekayaan  debitor  demi
kepentingan para kreditor. Jaminan digunakan untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa
debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir.
Untuk menjawab hal itu semua, maka akan dijelaskan mengenai filosofi dan/atau semangat dari
pembentukan peraturan mengenai  kepailitan,  yaitu  ada beberapa  faktor  perlunya  pengaturan
mengenai  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  yaitu:  pertama,  untuk
menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang
menagih piutangnya dari debitor.  Ke dua,  untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak
jaminan  kebendaan yang  menuntut  haknya  dengan cara  menjual  barang milik  debitor  tanpa
memperhatikan  kepentingan debitor  atau  para  kreditor  lainnya.  Ke tiga,  untuk  menghindari
adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.
Misalnya,  debitor berusaha untuk memberi  keuntungan kepada seorang atau beberapa orang
kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor
untuk  melarikan  semua  harta  kekayaannya  dengan  maksud  untuk  melepaskan  tanggung
jawabnya terhadap para kreditor.
Beberapa faktor  yang melandasi  pembentukan pengaturan mengenai  kepailitan dan
PKPU di atas merupakan hal menarik. Oleh karena itu, maka penulis akan mencoba
5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Menata di Era Global) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2002), hlm. 19.
6 Ibid., hlm. 21.
7 Sutan Remy Sjahdeini (a), op. cit., hlm. 1.
5membahas  dan  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dari  perspektif  hukum
kepailitan dan PKPU serta hukum kontrak, terutama dalam kaitannya dengan adanya suatu
perjanjian kredit sindikasi.
Permasalahan yang sering dihadapi dalam hal kepailitan kredit sindikasi adalah siapa
yang akan berwenang untuk melakukan permohonan pernyataan kepailitan kepada debitor.
Terutama  ketika  yang  merasa  dirugikan  adalah  kreditor  minoritas  yang  bukan  agen,
permasalahannya adalah  apakah pernyataan pailit  tersebut  harus  dilakukan oleh  seorang
agen ataukah dibolehkan pula kreditor  minoritas  mengajukan permohonan pailit  dengan
atau tanpa persetujuan kreditor lainnya?
Berbicara  mengenai  kewenangan  menggugat  pailit  dalam  suatu  perjanjian  kredit
sindikasi, dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu dari perspektif hukum kepailitan dan
perspektif hukum kontrak.
Menurut Undang-Undang Kepailitan, seorang debitor dapat dipailitkan oleh satu atau
lebih kreditornya. Akan tetapi, Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan secara spesifik
dalam  hal  kreditor  sindikasi  apakah  semua  kreditor  harus  mengajukan  gugatan  secara
bersama-sama  atau  cukup  hanya  satu  kreditor.  Kemudian  tidak  dijelaskan  pula  perihal
kreditor mana yang berhak untuk mengajukan gugatan pailit serta apakah salah satu kreditor
dapat mengajukan gugatan pailit di luar sindikasi atau tidak. Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 menyebutkan hanya satu kali perihal kreditor sindikasi, yaitu dalam Penjelasan
Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut “Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing
Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2”. Sedangkan Pasal
1 angka 2 menyebutkan “Kreditor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian
atau  undang-undang  yang  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan”.  Hal  ini  berarti,  Undang-
Undang Kepailitan tidak membedakan apakah seorang kreditor berasal dari suatu perjanjian
biasa atau perjanjian sindikasi.
Menurut hukum kepailitan, seorang debitor dapat dipailitkan oleh salah satu atau lebih
kreditornya.  Akan tetapi  tidak  dijelaskan kreditor  yang mana yang dapat  mempailitkan,
apakah  seluruh  kreditor  bersama-sama  atau  cukup  seorang  kreditor.  Mengingat  dalam
skema sindikasi kredit, terdapat agen jaminan atau agen fasilitas yang mendapatkan kuasa
untuk bertindak untuk dan atas nama para kreditor termasuk untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan. Hal ini akan menjadi permasalahan apabila ternyata terdapat satu kreditor yang
tidak mendapatkan hak pembayaran  dari  si  debitor dan dalam perjanjian sindikasi  tidak
terdapat klausula pari-pasu agreement, yaitu perjanjian yang dibuat antara kreditor sindikasi
6yang intinya  adalah  bahwa setiap  pembayaran  yang dilakukan oleh  debitor  akan dibagi
secara  pari pasu pro rata parte  sesuai dengan bagian tiap-tiap kreditor. Dalam hal yang
demikian, apakah satu kreditor dapat mengajukan gugatan pailit atau tidak? Kredit sindikasi
walaupun memiliki tujuan baik bagi pemberi kredit yaitu menghindari risiko, namun tetap
saja terdapat kekurangan, yaitu dalam hal kewenangan mengajukan permohonan pailit ini.
Pada umumnya,  permohonan  pernyataan  pailit  dapat  diajukan  oleh  debitor  sendiri
maupun oleh salah satu atau lebih kreditor. Permohonan pailit selain dapat diajukan oleh
kreditor, juga bisa dilakukan oleh debitor itu sendiri.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004  Pasal  2  ayat  (1)  menyebutkan  seorang  kreditor  dapat  mengajukan  permohonan
pernyataan pailit  terhadap seorang debitor  hanya apabila terpenuhi  syarat-syarat  sebagai
berikut: debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor); dan debitor
sedikitnya tidak membyar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.8
Kepailitan terjadi dikarenakan debitor dalam keadaan tidak membayar hutangnya pada
kreditor pada saat jatuh tempo, dan bila kepailitan tersebut terjadi terhadap debitor yang
terikat adanya perjanjian kredit sindikasi dengan kreditor, maka hal ini merupakan suatu
keadaan  yang  dilematis  bagi  peserta  kreditor  sindikasi  yang  berhak  mengajukan
permohonan pailit, mengingat di dalam Undang-Undang Kepailitan secara terang dan jelas
tidak mengharuskan adanya permohonan pailit diajukan oleh semua kreditor sindikasi.
Dalam kredit sindikasi tersebut agen bank mempunyai peran yang sangat besar, yaitu
mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditor, pihak
agen  bank  ini  diangkat  dan  ditunjuk  oleh  para  kreditor,  dia  bertanggung  jawab  secara
operasional atas pengelolaan sindikasi mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur
operasional administrasi pinjaman tersebut.9
Di dalam kredit sindikasi, hubungan kreditor dengan debitor dilakukan melalui agen,
dan bisa dikatakan bahwa semua kewajiban kreditor sindikasi dilakukan oleh agen tersebut.
Masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dengan
debitor,  karena itu  tidak  dapat  berhubungan langsung  dengan debitor,  dengan  demikian
anggota dari peserta sindikasi tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok
atau bunganya kepada debitor apabila debitor menunggak pembayaran,  segala perbuatan
hukum termasuk menyurati debitor hanya dapat dilakukan oleh agen.10
8 Ibid., hlm. 107.
9 Hasanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 120.
10 Ibid., hlm. 126.
7Hal-hal tersebut di atas tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga
dengan  demikian,  penulis  akan  mencoba  meneliti,  menganalisis,  serta  menjawab
permasalahan itu dari perspektif hukum kepailitan dan PKPU serta hukum kontrak.
B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  pada  hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penelitian  ini  akan
memfokuskan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  ketentuan  mengenai  Pasal  2  ayat  (1)  disertai  penjelasannya  dari
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang diterapkan atau ditaati oleh para pihak yang terlibat
dalam proses kepailitan di dalam kredit sindikasi?
2. Bagaimanakah  hakim  menerapkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37
Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang
disertai penjelasannya dalam putusan pengadilan?
3. Bagaimanakah para  pihak  yang terlibat  dalam kredit  sindikasi  khususnya peserta
kredit  sindikasi  dan  agen  fasilitas  mencari  celah  (loophole)  untuk  melakukan
pengajuan  permohonan  pailit,  mengingat  ketentuan  mengenai  kepailitan  terhadap
kredit sindikasi masih belum diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Adapun  pendekatan  yang
digunakan ialah  pendekatan  (approach)  dari  sudut  pendekatan ilmu hukum,  baik  secara
yuridis (apa yang tertulis di dalam undang-undang) maupun empiris (apa yang terjadi di
dalam praktik).
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, baik yang
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer yang dirujuk oleh penulis ialah, antara lain,  berupa Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta beberapa Putusan Pengadilan Niaga yang substansi
perkaranya penulis anggap relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Untuk bahan hukum sekundernya, penulis akan menggunakan beberapa buku yang tema
pembahasan di dalamnya relevan dengan pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian
8ini.  Sedangkan  untuk  bahan  hukum tersiernya,  penulis  menggunakan  (mengacu)  kamus
yang relevan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
D. KERANGKA TEORETIS
Hubungan  antara  hukum  dan  kegiatan  ekonomi  (bisnis)  sudah  sejak  lama  menjadi
pemikiran  para  ahli  hukum.Sebutlah  misalnya  Evgeny  Pashukanis,  seorang  yuris  dari  Uni
Sovyet, yang sejak tahun 1920-an sudah menaruh perhatiannya terhadap objek hubungan antara
hukum dan kegiatan ekonomi. Salah satu simpulannya mengenai hubungan antara hukum dan
kegiatan  ekonomi  sering  disebut  juga  sebagai  “teori  pertukaran  komoditas  (the commodity-
exchange theory)”, melihat kontrak (perjanjian) sebagai dasar dari semua bentuk hukum yang
ada (contract as the foundation of all law). Kemudian menurutnya, hukum lahir (timbul) karena
adanya  kebutuhan  akan  komoditas11 dari  proses  produksi.  Semua  bentuk  hukum diarahkan
untuk mendukung (memperlancar) proses pertukaran komoditas yang terjadi di antara subjek-
subjek yang bertindak sebagai “penjaga” dari komoditas tadi.12
Menurut  Pashukanis,  pertukaran  komoditas,  dari  perspektif  historis,  mendahului
sistem hukum yang terbentuk darinya. Hanya dengan perkembangan yang maksimal dari
suatu proses produksi komoditas, maka akan terbuka pula kemungkinan bagi perkembangan
bentuk-bentuk hukum. Produksi komoditas berkembang melalui perdagangan, dan hukum
tumbuh berkembang sebagaimana perdagangan tadi mengalami peningkatan.13
Dengan  terus  berkembangnya  pertukaran  komoditas  tersebut,  kemungkinan
timbulnya  sengketa  akan semakin  besar  pula,  dan  sebuah  sistem hukum haruslah  hadir
untuk mengatasi sengketa tadi. Pashukanis menyatakan, “It is disputes, conflicts of interest,
which create the legal form, the legal superstructure”.14
Tidak hanya di belahan bumi Eropa, ahli-ahli hukum dari Indonesia pun sudah ada
yang memikirkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi. Mengenai hal itu
misalnya dapat dilihat dari pendapatnya Erman Rajagukguk yang menjelaskan bahwa:
“Berbagai studi tentang hubungan hukumdan pembangunan ekonomi menunjukkan 
bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan
11 “Komoditas, oleh karena itu, adalah produk yang diciptakan untuk dipertukarkan di pasar, berbeda
dengan produk yang dibuat untuk konsumsi langsung. Setiap komoditas harus memiliki nilai guna maupun nilai
tukar”.  Lihat  Ernest  Mandel,  Tesis-Tesis  Pokok  Marxisme,  diterjemahkanoleh  Ign.  Mahendra  (Yogyakarta:
Resist Book, 2006), hlm. 124.
12 M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence (London: Sweet and Maxwell Ltd., 1994),
hlm. 868.
13 Ibid.
14 EndraWijaya, “Pengantar mengenai Teori Marxis tentang Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 8,
No. 3, September 2008): 187.
9bahwa  memperkuat  institusi-institusi  hukum  adalah  ‘precondition  for  economic
change’  …Pendeknya  semua  keputusan  bisnis,  khususnya  yang  menimbulkan
ketidakpastian dan konsekuensi yang berkepanjangan, yang mempengaruhi banyak
individu,  organisasi  lain  dan  bahkan  kegiatan  pemerintah,  dapat  menghadirkan
masalah etika yang serius. Di dalam kenyataannya etika yang ditegakkan atas dasar
kesadaran  individu-individu  tidak  dapat  berjalan  karena  tarikan  berbagai
kepentingan, terutama untuk mencari keuntungan, tujuan yang paling utama dalam
menjalankan bisnis. Oleh karenanya, standar moral harus dituangkan dalam aturan-
aturan hukum yang diberikan sanksi. …
Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi
adalah  apakah  hukum  mampu  menciptakan  “stability”,  “predictability”  dan
“fairness”.  Dua hal yang pertama adalah prasyarat  bagi sistem ekonomi apa saja
untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum
menyeimbangkan  dan  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  yang  saling
bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat
dari  suatu  langkah-langkah  yang  diambil  khususnya  penting  bagi  negeri  yang
sebagian  besar  rakyatnya  untuk  pertama  kali  memasuki  hubungan-hubungan
ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness),
seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu
untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan”.15
Apabila ditelusuri lagi ke belakang, dari perpektif historis, sebenarnya pemikiran yang
mencoba menghubungkan antara hukum dan kegiatan ekonomi sedikit banyak beranjak dari
filsafat (pemikiran) hukum utilitarian.Salah satu pelopor dari utilitarianisme ini ialah Jeremy
Bentham.
Utilitarianisme dalam filsafat hukum berpendapat bahwa hukum itu ada ialah hadir
untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, tidak terkecuali mereka
yang berada dalam posisi sebagai pelaku dunia usaha (bisnis). Hal ini tentunya sesuai dengan
prinsip yang mendasari filsafat utilitarianisme, yaitu prinsip kebahagiaan terbesar (the
greatest happiness principle).16
Persoalan keadilan dalam perspektif utilitarianisme, terutama dalam kaitannya dengan
keberadaan entitas hukum,diletakkan sebagai persoalan bagaimana pemerataan yang seluas-
luasnya bagi semua pihak dalam mengakses dan menikmati keuntungan dari hadirnya hukum
di tengah-tengah masyarakat.
Utilitarianisme ini terbagi lagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: pertama, utilitarianisme
tindakan (act-utilitarianism), yaitu utilitarianisme yang terjadi dalam kehidupan praktis
sehari-hari, saat seseorang harus memilih satu di antara sejumlah alternatif tindakan. Dalam
15 Erman  Rajagukguk,  “Peranan  Hukum  di  Indonesia:  Menjaga  Persatuan  Bangsa,  Memulihkan
Ekonomi dan Memperluas  Kesejahteraan Sosial”,  (makalah pada Dies Natalis  dan Peringatan  Tahun Emas
Universitas Indonesia (1950-2000), Depok, 5 Februari 2000), hlm. 1, dan 6-7.
16 Shidarta, Utilitarianisme (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007), hlm. 19.
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kontek  sini,  yang  akan dipilih  ialah  satu  dari  beberapa tindakan yang paling  maksimal
mendatangkanke  bahagiaan.17 Ke  dua,  utilitarianisme  aturan  (rule-utilitarianism),  yaitu
utilitarianisme yang berkaitan dengan perihal norma yang harus diikuti (ditaati). Acuannya
juga sama, yaitu mengikuti ketentuan norma-norma positif (yang berlaku) dengan asumsi
bahwa aturantersebut memang dibuat demi kepentingan bagian terbesar masyarakat (untuk
sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat).18
Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi
fokus dalam pemikiran mengenai ialah bagaimana hukum bisa ikut menyediakan akses yang
merata seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hukum tersebut. Dan
selanjutnya, ketika ia dapat diakses untuk dimanfaatkan, ia juga harus dapat mendatangkan
manfaat bagi sebagian besar masyarakat di mana hukum itu berada.
Akses  yang  dimaksud  dalam  paparan  tersebut  di  atas  beragam  perwujudannya,
termasuk  dalam  pengertian  berwujud  sebagai  tersedianya  kesempatan  yang  sama  bagi
pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  memperjuangkan  atau  menuntut  haknya,  yang
selayaknya ia dapatkan, yang tidak atau belum dipenuhi oleh pihak lain.
Dalam  konteks  hubungan  perjanjian  kredit  sindikasi  yang  berujung  pada
permohonan  pernyataan  pailit,  maka  akses  hukum  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
paparan sebelumnya ialah dapat berwujud hak atau wewenang bagi agen dan para kreditor
sindikasi untuk mengajukan permohonan pailit.
II. PEMBAHASAN
A. ANALISIS MENGENAI KETAATAN DAN PENERAPAN PENJELASAN PASAL 2
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan landasan dalam melihat permasalahan
yang  timbul  dari  keberlakuan  dari  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  beserta  penjelasannya  dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap para pihak khususnya agen dan para anggota
sindikasi yang telah terikat di dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi ini, yaitu dari aspek
landasan yuridis,  teoretis,  dan praktik yang terjadi,  yang dapat dilihat dari beberapa Putusan
Pengadilan  Niaga,  seperti  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat
dengan Nomor Perkara: 60/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 16 Oktober
17 Ibid., hlm. 22.
18 Ibid.
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2013, dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 
Perkara: 66/Pdt.Sus.-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Nopember 2013.
Pertama, dari perspektif yuridis, mengenai ketentuan syarat materil dalam
permohonan kepailitan, di mana sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit
yang diajukan oleh salah satu atau lebih kreditor harus memenuhi ketentuan bahwa debitor
yang sedikitnya memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal ini, syarat permohonan
kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) beserta
penjelasannya, yaitu bahwa:
Debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,  dinyatakan pailit
dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas
permohonan satu atau lebih kreditornya.
Kemudian, penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat  ini adalah baik kreditor konkuren,
kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan
kreditor  preferen,  mereka  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  tanpa
kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor
dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-
masing kreditor  adalah  kreditor  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  angka 2
(huruf miring dari penulis).
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
menjelaskan bahwa, “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau
Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”
Pada prinsipnya, kredit sindikasi memiliki pengertian sebagai suatu pinjaman atau
kredit yang diberikan oleh sejumlah bank dan/atau lembaga pembiayaan kepada debitor
tertentu.19 Menurut Stanley Hurn,20 kredit sindikasi adalah suatu kredit yang diterbitkan oleh
2 (dua) atau lebih lembaga pembiayaan, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
yang sama yang dinyatakan dalam suatu dokumen kredit yang sama dan diadministrasikan
oleh satu agen. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, sindikasi adalah suatu sindikasi
antara peserta-peserta yang terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk
dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit
19  Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 178.
20 Stanley  Hurn  sebagaimana  dikutip  oleh  Sutan  Remy  Sjahdeini  (a),  op.  cit.,  hlm.  2.  Hurn
menjelaskan bahwa, “a syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similiar terms
and conditions, using common documentation and administered by a common agent.”
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untuk membiayai  suatu proyek, sedangkan yang dimaksud kredit  sindikasi adalah kredit
yang diberikan oleh sindikasi kredit.21
Dalam hal pemberian kredit sindikasi, pada umumnya bank-bank dan/atau lembaga
pembiayaan  tersebut  menunjuk  suatu  pihak  yang  akan  menangani  segala  hal  yang
berhubungan dengan  dokumentasi,  administrasi  dan/atau  mengenai  jaminan  pembayaran
atas pinjaman yang diberikan oleh bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan tersebut,
yang biasanya disebut dengan  agent.  Agent ini bergantung pada tugas yang dilaksanakan
olehnya  dapat  terdiri  dari  administering  agent (yang  hanya  berperan  dalam  fungsi
administrasi pinjaman semata-mata), atau  security agent (yang bertugas untuk melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan penjaminan pembayaran oleh debitor).
Dalam kaitannya  dengan  pinjaman  yang  diberikan  sebagaimana  tersebut  di  atas,
masing-masing  bank  dan/atau  lembaga-lembaga  keuangan  tersebut  bertanggung  jawab
secara penuh atas pinjaman yang diberikan oleh mereka secara mandiri, meskipun di dalam
perjanjian yang dibuat oleh para bank dan/atau lembaga keuangan peserta sindikasi tersebut
memberikan  ketentuan  yang  bersifat  pari  passu dan  prorata  parte atas  pelunasan  atau
pembayaran pinjaman oleh debitor.
Pada  konstruksi  hukum  tersebut  di  atas,  masing-masing  bank  dan/atau  lembaga
keuangan tersebut tidaklah berhak untuk melakukan tuntutan secara mendahului (terhadap
yang lainnya) atas semua piutang yang diberikan secara bersama-sama oleh para seluruh
bank dan/atau lembaga keuangan tersebut.  Pada umumnya,  untuk menegakkan hak para
bank  dan/atau  lembaga  keuangan  tersebut  sebagai  kreditor,  agent diberikan  hak  dan
wewenang untuk melakukan tuntutan untuk dan atas nama mereka secara keseluruhan, guna
meminta agar debitor melakukan pelunasan sekaligus dan menyeluruh secara pari passu dan
prorata parte terhadap piutang masing-masing bank dan/atau lembaga keuangan tersebut.
Dari penjelasan yang telah diberikan tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan, yaitu:
1. Masing-masing bank dan/atau lembaga keuangan pemberi pinjaman bertanggung 
jawab sepenuhnya atas pinjaman yang diberikan oleh mereka.
2. Untuk menjamin kepentingan dari semua bank dan/atau lembaga keuangan tersebut,
ditunjuklah  agent yang  akan  mewakili  tindakan  dan  kepentingan  mereka  yang
terkoordinasi dengan debitor.
21Ibid.
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3. Agent bertanggung jawab sepenuhnya dan bertindak untuk dan atas nama serta bagi
kepentingan seluruh  kreditor  untuk  menjamin  agar  masing-masing  bank dan/atau
lembaga  keuangan  mendapatkan  pelunasan  secara  pari  passu dan  prorata  parte
untuk seluruh pinjaman yang diberikan mereka.
Pada  penjelasan  poin  1  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa pada  dasarnya  perjanjian
pemberian kredit sindikasi sama sekali tidak melahirkan perikatan tanggung menanggung
aktif di antara para pemberi pinjaman, yang dalam hal ini dapat berupa lembaga perbankan
dan/atau lembaga keuangan nonbank lainnya. Dengan demikian, masing-masing bank atau
lembaga  keuangan  adalah  kreditor  terhadap  debitor.  Dalam konteks  kepailitan,  masing-
masing  bank dan/atau  lembaga keuangan tersebut  mewakili  kedudukan mereka masing-
masing sebagai kreditor independen bagi debitor.
Kemudian,  penjelasan  pada  poin  2  dan  3  memberikan  pemahaman  mengenai
hubungan hukum pemberian perintah, kewenangan atau kuasa yang tunduk pada ketentuan
pemberian kuasa,  sebagaimana diatur  di  dalam Bab XVI Buku III  KUHPerdata.  Dalam
ketentuan  Pasal  1792  KUHPerdata,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Subekti,22 telah  diatur
rumusan mengenai pemberian kuasa sebagai berikut bahwa, “Pemberian kuasa adalah suatu
persetujuan  dengan  mana  seorang  memberikan  kekuasaan  kepada  seorang  lain  yang
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”
Selanjutnya, jika diperhatikan lebih lanjut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1800
KUHPerdata yang berbunyi:
Penerima  kuasa  (perintah)  diwajibkan,  selama  ia  belum  dibebaskan,  melaksanakan
kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat
timbul  karena  tidak  dilaksanakannya  kuasa  (perintah)  itu.  Begitu  pula  ia  diwajibkan
menyelesaikan  urusan  yang  telah  mulai  dikerjakannya  pada  waktu  pemberi  kuasa
meninggal jika tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian.
Maka, dari pasal tersebut telah menggambarkan secara jelas bahwa dalam pemberian
kuasa, si penerima kuasa tidak dapat lepas dari suatu kuasa yang telah diberikan hingga dia
menyelesaikan kuasa tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, seorang penerima kuasa bertanggung
jawab atas setiap kerugian yang terjadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan
pengurusan  yang  diperintahkan  atau  diwajibkan  kepadanya.  Dalam hal  ini,  beban  yang
diberikan oleh pemberi kuasa merupakan suatu hal yang mutlak harus diselesaikan oleh si
penerima kuasa. Sehubungan dengan luasnya tanggung jawab dari seorang penerima kuasa
ini, Pasal 1801 ayat (1) KUHPerdata menentukan sebagai berikut bahwa, “Penerima kuasa
22 R. Subekti, penj., Burgerlijk Wetboek [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata] (Jakarta: Pradnya
Paramitha).
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(perintah) tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.”
Dengan  demikian,  berdasarkan  beberapa  isi  pasal-pasal  di  atas,  memberikan pengertian
bahwa pemberian kuasa tidaklah mengakibatkan pihak yang memberikan kuasa tersebut
menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan sendiri tugas yang telah diperintahkan
kepada penerima kuasa.
Dalam konteks pemberian kredit sindikasi, meskipun agent sebagai penerima kuasa
dan diberikan kuasa, perintah, atau kewenangan atas kepentingan untuk dan atas nama para
peserta anggota sindikasi sebagai pemberi  kuasa, masing-masing bank dan/atau lembaga
keuangan anggota sindikasi tersebut tetap berwenang untuk memajukan diri sendiri untuk
menerima  pembayaran  dari  debitor  sehubungan  dengan  pelunasan  kewajiban  debitor
kepadanya  menurut  ketentuan  perjanjian  pemberian  kredit  sindikasi  tersebut.  Hal
sebagaimana  dimaksud memiliki  arti  bahwa setiap  kreditor  dalam perjanjian  pemberian
kredit sindikasi adalah berwenang untuk memajukan permohonan pernyataan pailit terhadap
debitor  manakala  debitor  tersebut  telah  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  kepada
masing-masing kreditor dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi, kecuali mereka telah
membatasi hak mereka tersebut dalam perjanjian antara mereka.
Kewenangan dari masing-masing kreditor yang terikat dalam perjanjian pemberian
kredit sindikasi tersebut di atas, berbeda dari kewenangan  agent sebagai penerima kuasa,
yang hanya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama seluruh kreditor
dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan  oleh  seluruh  kreditor  dalam  perjanjian  pemberian  kredit  sindikasi  dan/atau
perjanjian antara para anggota peserta kredit sindikasi dalam hal penunjukan agent tersebut
sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama para anggota peserta kredit sindikasi untuk
melakukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.
Berdasarkan  ketentuan  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1),  dapat  timbul  beberapa  persepsi
(penafsiran),  yaitu  dari  sisi  pihak  anggota  kredit  sindikasi  sebagai  pihak  yang  menafsirkan
bahwa ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) di atas sebagai aturan yang sudah tepat dan benar
untuk dapat  ditaati  dan  digunakan sebagai  acuan dalam melakukan permohonan  pernyataan
pailit. Hal mana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya
digunakan oleh para anggota kredit  sindikasi  untuk dapat  melindungi kepentingannya  dalam
melakukan recovery terhadap pencairan kredit yang telah diberikan kepada debitor, yaitu dengan
cara melihat kedudukan masing-masing kreditor anggota kredit sindikasi dalam
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memenuhi unsur sebagai kreditor dengan menggunakan landasan (dasar) keberlakuan dari
penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  untuk  memiliki  kedudukan  hukum (legal  standing)  sebagai
pihak  yang  berhak  untuk  melakukan  dan/atau  serta  mengajukan  suatu  tindakan  hukum
terhadap akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban dari debitor terhadap salah satu atau
para kreditor anggota kredit sindikasi, termasuk dalam mengajukan permohonan pernyataan
pailit dari proses timbulnya perjanjian kredit sindikasi.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk ketentuan Pasal 2 ayat
(1) diberikan penjelasan bahwa, “… Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing
peserta sindikasi adalah kreditor sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2.”
Hal tersebut di atas, menurut pemahaman dan penafsiran dari kreditor anggota kredit
sindikasi  bahwa  dalam  kredit  sindikasi  walaupun  pemberian  kredit  diberikan  secara
kolektif,  namun  berlaku  prinsip  tanggung  jawab  kreditor  terpisah.  Artinya,  hak  dan
kewajiban  dari  masing-masing  kreditor  dalam  perjanjian  sindikasi  adalah  terpisah  dari
jumlah yang terutang setiap waktu oleh debitor kepada masing-masing kreditor atau agen
adalah hutang yang terpisah dan berdiri sendiri, masing-masing kreditor atau agen berhak
untuk melindungi dan melaksanakan haknya yang timbul dari perjanjian tersebut. Hal ini
karena  pada  dasarnya  pinjaman  sindikasi  merupakan  pinjam-meminjam  biasa,  di  mana
terdapat  debitor dan kreditor, hanya saja di  dalam perjanjian pemberian kredit  sindikasi
jumlah dari kreditornya adalah lebih dari satu.
Namun demikian,  memang  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  berserta  penjelasannya  di
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kepailitan
terhadap  kredit  sindikasi  masih  dapat  dianggap  sebagai  ketentuan  yang  belum  cukup
komprehensif  untuk  mengakomodasi  kepentingan  kreditor  dan  pengaturan  mengenai
keterlibatan dari beberapa kreditor yang terikat dalam suatu bentuk perjanjian konsorsium,
terutama ketika dikaitkan dengan pengaturan masalah kedudukan kreditor yang tergabung
dalam suatu perjanjian kredit sindikasi.
Kelemahannya  ialah bahwa di  dalam Undang-Undang Nomor  37 Tahun 2004 masih
belum memberikan  suatu  pengaturan  dan  pemahaman  yang  jelas  (komprehensif)  khususnya
mengenai masalah kedudukan kreditor yang tergabung dalam suatu perjanjian pemberian kredit
sindikasi.  Di mana di  dalam ketentuan Pasal  2 ayat  (1) serta penjelasannya  dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya memberikan suatu definisi yang menurut penulis belum
memberikan suatu pemahaman yang jelas mengenai apakah di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)
itu hanya memberikan definisi dan mengakui kedudukan kreditor
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yang terikat dengan perjanjian pemberian kredit sindikasi sebagaimana dimaksud sebagai
kreditor saja, atau memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa kedudukan kreditor yang
terikat  dengan  perjanjian  kredit  sindikasi  juga  memiliki  dan  diberikan  hak  untuk  dapat
melakukan tindakan hukum dalam melakukan permohonan kepailitan. Hal inilah yang tidak
lebih lanjut dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Selain itu,  yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
ialah tidak adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai hak dan kewajiban
serta  kewenangan  dari  kedudukan  kreditor  yang  tergabung  di  dalam  suatu  perjanjian
konsorsium khususnya dalam hal ini adalah kreditor kredit sindikasi.
Ke dua,  dari  perspektif  teoretis,  mengenai  pengaturan ketentuan Pasal 2 ayat  (1)
beserta  penjelasannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  dalam  konteks
kedudukan kreditor yang tergabung dalam perjanjian kredit sindikasi, masih belum banyak
ahli  hukum yang membahasnya atau memaparkannya secara komprehensif  dan spesifik.
Setidaknya baru ada 4 (empat) orang ahli hukum yang memberikan penjelasannya terkait
dengan  persoalan  keberlakuan  dan/atau  penerapan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  beserta
penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengkaitkannya dengan
kedudukan  kreditor  dalam  melakukan  permohonan  pailit  dalam  konteks  perjanjian
pemberian kredit sindikasi.
Mengenai persoalan tersebut di atas, pendapat kedua ahli  hukum, yaitu Gunawan
Widjaja dan Kartini Muljadi, perlu dicermati. Mereka menjelaskan bahwa:23
Setiap kreditor dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi adalah berwenang untuk
memajukan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  debitor  manakala  debitor
tersebut telah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada masing-masing kreditor
dalam perjanjian pemberian kredit  sindikasi,  kecuali  mereka telah membatasi hak
mereka tersebut dalam perjanjian antara mereka.
Hal sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli hukum tersebut juga didukung oleh 
pendapat Sutan Remy Sjahdeini24 yang menyatakan bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  bilamana  terdapat  sindikasi  kreditor  maka
masing-masing  kreditor  adalah  kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  2
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Dengan  demikian,  menurut  sistem  hukum  Indonesia,  yaitu  berdasarkan  ketentuan
Undang-Undang Kepailitan, setiap peserta atau anggota sindikasi dari kredit sindikasi berhak
23 Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, op.cit.
24 Sutan Remy Sjahdeini (b), Hukum Kepailitan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 108-109.
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mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus melibatkan  agent bank atau tanpa
harus terlebih dahulu memperoleh izin dari para peserta atau anggota yang lain. Menurut
pengertian yang telah diterima secara umum, bahwa dalam kredit sindikasi setiap peserta
atau anggota sindikasi kredit adalah kreditor.
Namun, terlepas dari apa yang telah dikemukakan di atas, Sutan Remy Sjahdeini
juga  mengatakan  apabila  hukum  negara  setempat  atau  apabila  dalam  perjanjian  kredit
sindikasi tidak ditentukan lain, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor
harus  dilakukan  oleh  agent.  Dengan  kata  lain,  apabila  diinginkan  agar  pengajuan
permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tidak harus bergantung kepada  agent atau
tidak perlu bergantung pada putusan mayoritas para peserta sindikasi, tetapi dapat langsung
dilakukan  oleh  setiap  peserta  sindikasi  yang  menginginkan  diajukannya  permohonan
pernyataan pailit terhadap debitor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hendaknya hak tersebut
diperjanjikan di dalam perjanjian kredit sindikasi.
Selain itu,  sama halnya menurut pendapat  ahli  hukum J.  Satrio,25 ia  menyatakan
bahwa kredit  yang diberikan oleh beberapa bank peserta sindikasi secara bersama-sama,
yang  biasa  disebut  kredit  sindikasi,  tetap  saja  merupakan  kredit  para  kreditor  peserta
sindikasi,  sekalipun  mereka  bersama-sama  atau  diwakili  berdasarkan  kuasa  oleh  lead
manager atau  agent,  telah melakukan tindakan hukum yang sama, yaitu menandatangani
perjanjian kredit, tetapi masing-masing dari mereka hanya berhak dan bertanggung jawab
untuk dan atas suatu bagian tertentu dari keseluruhan kredit yang disepakati oleh para bank
peserta sindikasi dan yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian. Tindakan bersama-
sama  bank-bank  pemberi  kredit  sindikasi  tidak  membentuk  satu-kesatuan  para  peserta
sindikasi, apalagi suatu subjek hukum tersendiri.
Dari keempat penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap
pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 dalam penerapannya terkait dengan kedudukan kreditor yang tergabung dalam suatu
perjanjian  konsorsium  antara  para  kreditor,  khususnya  yang  dalam  hal  ini  adalah  kreditor
sindikasi,  belum dapat  seutuhnya  diberlakukan,  mengingat  lemahnya  pengaturan  dan  masih
minimnya ketentuan-ketentuan terkait dengan kreditor sindikasi di
25J. Satrio, “Beberapa Segi Hukum Perjanjian dan Penjaminan Kredit Sindikasi,” dalam Proceeding
Kredit  Sindikasi:  Rangkaian  Lokakarya  Terbatas  Hukum Kepailitan  dan Wawasan Hukum Bisnis  Lainnya
(Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 142, yang telah dikutip dari Fennieka
Kristantio,  Kewenangan  Menggugat  Pailit  dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi (Jakarta:  Minerva  Athena
Pressindo, 2003), hlm. 33.
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dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang
menimbulkan beberapa penafsiran  terhadap penjelasan Pasal  2 ayat  (1) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004.
Selain itu, dari keempat pendapat ahli hukum tersebut dapatlah dipahami juga bahwa
penjelasan-penjelasan  mereka  telah  “melengkapi”  dari  apa  yang  telah  diatur  di  dalam
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  terutama  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan
penjelasannya terkait  dengan kedudukan kreditor  yang terikat  di  dalam suatu  perjanjian
pemberian kredit sindikasi.
Ke tiga,  dari  kenyataan  yang  ada  di  praktik,  setidaknya  yang  dapat  dilihat  dari
perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga, yaitu seperti Putusan Pengadilan
Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  Nomor  Perkara:
60/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 16 Oktober 2013, dan Putusan Pengadilan
Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  Nomor  Perkara:  66/Pdt.Sus.-
PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.  tanggal  6  Nopember  2013,  di  mana  kedua  Putusan
Pengadilan Niaga tersebut memiliki kemiripan dari sudut kasus posisinya, yaitu sama-sama
terkait  dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh
masing-masing kreditor yang tergabung di dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi.
Dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  menangani  kedua  perkara  tersebut,
penulis melihat adanya kesamaan (kesesuaian) antara pertimbangan Majelis Hakim dengan
beberapa pendapat ahli hukum yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya di atas.
Poin  keterkaitan  antara  pertimbangan  Majelis  Hakim  dengan  teori  (pendapat-
pendapat) dari para ahli hukum tersebut di atas ialah adanya penekanan pada asas hukum
pacta sunt servanda (asas kebebasan berkontrak) yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1338
dan Pasal 1320 KUHPerdata.
Berdasarkan kajian penulis, terdapat suatu kecenderungan yang terjadi dalam praktiknya
terkait dengan permasalahan keberlakukan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 bagi kreditor yang terikat dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi bahwa
dalam beberapa perkara kepailitan yang ada, hakim justru lebih cenderung menggunakan dasar
pertimbangannya  dalam memutus  perkara  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran
utang  yang  mengarah  kepada  asas  hukum  kebebasan  berkontrak  (pacta  sunt  servanda),
sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata.
Hal tersebut bukan berarti  hakim tidak mentaati  atas keberlakuan suatu peraturan
perundang-undangan khususnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
19
Tahun 2004, tetapi itu dikarenakan tidak diaturnya penjelasan dan pemahaman yang lebih
spesifik  dan komprehensif mengenai hak dan kewajiban kedudukan kreditor sindikasi di
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Dalam praktiknya, kecenderungan penggunaan keberlakuan penjelasan Pasal 2 ayat 
(1) dapat menimbulkan beberapa kemungkinan, yaitu:
Kemungkinan pertama, bahwa keberlakuan ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) di
dalam praktik dapat diterapkan dan ditaati  oleh para pihak dan juga termasuk hakim di
dalam memutus  perkara  kepailitan  dan penundaan kewajiban  pembayaran  utang apabila
para peserta dari  kredit  sindikasi telah menetapkan dan mengatur secara tegas di dalam
perjanjian kredit  sindikasi  khususnya yang mengatur  mengenai  hak dan kewajiban serta
kedudukan  hukum  kreditor  para  peserta  kredit  sindikasi  secara  masing-masing  untuk
melakukan tindakan hukum kepailitan.
Dengan demikian,  dalam praktik  yang ada,  pertimbangan hakim dalam memutus
suatu perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat
didasarkan atas  keberlakuan dari  ketentuan  penjelasan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004, dan tidak harus melalui agen fasilitas serta tidak diperlukan lagi
memperoleh persetujuan dari mayoritas peserta kreditor sindikasi.
Kemungkinan ke dua, yang bisa terjadi dari kecenderungan penggunaan keberlakuan
penjelasan Pasal 2 ayat (1) ialah bahwa keberlakuan ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) di
dalam praktik tidak dapat diterapkan dan ditaati oleh para pihak dan juga termasuk hakim di
dalam memutus  perkara  kepailitan  dan penundaan kewajiban  pembayaran  utang apabila
para peserta dari kredit sindikasi tidak mengatur dan/atau membatasi secara tegas di dalam
perjanjian kredit  sindikasi  khususnya yang mengatur  mengenai  hak dan kewajiban serta
kedudukan  hukum  kreditor  para  peserta  kredit  sindikasi  secara  masing-masing  untuk
melakukan tindakan hukum kepailitan. Oleh sebab itu, segala tindakan yang diambil oleh
para  peserta  kredit  sindikasi  harus  melalui  agen  fasilitas  dan/atau  harus  memperoleh
persetujuan dari mayoritas peserta kredit sindikasi.
Dengan demikian,  dalam praktik  yang ada,  pertimbangan hakim dalam memutus
suatu  perkara  permohonan kepailitan dan  penundaan kewajiban pembayaran  utang yang
terkait dengan adanya perjanjian kredit sindikasi tidak dapat didasarkan semata-mata atas
keberlakuan dari ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004, melainkan juga harus mengacu pada kesepakatan atau perjanjian yang telah diatur di
antara para peserta kredit sindikasi (kembali kepada perjanjian kredit sindikasi itu sendiri).
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B. MENGENAI CELAH HUKUM DALAM PRAKTIK
Perlindungan  kepentingan  kreditor  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  yang  berlaku
sekarang ini hanya memberi perlindungan kepada kreditor secara umum. Hal-hal yang berkaitan
dengan kreditor yang terikat dalam suatu kredit sindikasi belum diatur secara terperinci di dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mengenai kredit sindikasi tersebut hanya diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) dan tersirat dalam penjelasannya yang berbunyi:
Debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,  dinyatakan pailit
dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas
permohonan satu atau lebih kreditornya.
Sedangkan  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004
berbunyi,  “Bilamana  terdapat  sindikasi  kreditor  maka  masing-masing  kreditor  adalah
kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.”
Dengan  demikian,  perlindungan  terhadap  kreditor  yang  terikat  dalam  suatu  kredit
sindikasi  belum diatur  secara  jelas  dan belum banyak  pula  teori  dari  para  ahli  hukum atau
yurisprudensi yang mengatur hal tersebut. Dengan timbulnya ketidakpastian tersebut, para pihak
yang  terlibat  dalam  suatu  kredit  sindikasi,  salah  satu  contohnya  adalah  kreditor  dan  agen
fasilitas, berusaha untuk mencari cara atau jalan ke luar apabila pihaknya ingin melakukan suatu
upaya  hukum  untuk  mengatasi  kredit  bermasalah  dari  debitornya  yang  mungkin  akan
menempuh  jalur  hukum  kepailitan  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU).
Upaya  hukum ini  ditempuh  mengingat  kepailitan  ataupun PKPU ini  memiliki  suatu hukum
acara tersendiri dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga
para  pihak  lebih  memilih  upaya  hukum kepailitan  atau  PKPU dengan keuntungan dari  sisi
efisiensi waktu, tenaga dan biaya yang lebih sedikit dibanding harus menempuh jalur hukum di
Peradilan Umum yang tenggang waktunya tidak jelas.
Kurang  memadainya  atau  kurang  lengkapnya  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun
2004 dalam hal mengatur kepailitan terhadap kredit sindikasi mendorong para pihak yang
terlibat  dalam kredit  sindikasi  untuk  mencari  jalan  keluar  atau  “menerobos”  ketentuan-
ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Seperti halnya
yang  terjadi  dalam  perkara  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor
66/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst,  yang  mana  putusan  tersebut  mencerminkan
adanya suatu upaya dari para pihak untuk melakukan permohonan PKPU terhadap debitor
yang terikat dalam perjanjian kredit sindikasi.
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Kasus tersebut  bermula PT. Citra Sari  Makmur (PT. CSM) yang telah membuat  dan
menandatangani  perjanjian kredit  dengan bank konvensional  (terdiri  dari Bank CIMB Niaga
Tbk,  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur  Tbk,  Bank  Bukopin  Tbk,  Bank  DKI,  Bank
Bumiputera  Indonesia  Tbk,  Bank Resona  Perdania,  Bank Pembangunan  Daerah  Kalimantan
Timur,  dan  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Selatan)  senilai  Rp.  475.000.000.000,-
(empat ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan Nomor Akta 103 tertanggal 2008 dan telah
diubah sampai dengan perubahan terakhir, yaitu Akta Adendum IV Perjanjian Kredit Sindikasi
Nomor 50 tanggal 30 November 2012. Selain membuat dan menandatangani perjanjian kredit
dengan  bank  konvensional,  PT.  CSM  juga  menandatangani  perjanjian  kredit  dengan  bank
syariah  (terdiri  dari  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank  CIMB Niaga  Tbk Syariah,  Bank Syariah
Bukopin. Bank DKI Syariah, Bank Danamon Indonesia Syariah dan Bank Pembangunan Daerah
Sumatera  Utara  Syariah)  senilai  Rp.  525.000.000.000,-  (lima  ratus  dua  puluh  lima  milyar
rupiah) berdasarkan Akta Akad Line Facility Al Murabahah Qordh Nomor 102 tanggal 27 Mei
2008 sebagaimana diubah sampai dengan perubahan terakhir Adendum IV Akad Line Facility
Al  Murabahah,  Qordh Nomor  49 tanggal  30 November  2012,  Akta  Akad Qordh Nomor  56
tanggal 17 Juni 2008 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 55 tanggal 17 Juni 2008
sebagaimana  diubah  sampai  dengan  perubahan  terakhir  dengan  Adendum  I  Pembiayaan
Murabahah Nomor 52 tanggal 30 November 2012.
Berdasarkan  hal  tersebut  para  sindikasi  bank  telah  menunjuk  agen  fasilitas  untuk
mengatur mengenai administrasi dan menjalankan ketentuan dalam perjanjian kredit sindikasi
yaitu  Bank CIMB Niaga Tbk,  sebagaiamana  Pasal  4.1 huruf  a Akta Perjanjian antara Bank
Nomor 104 tanggal 27 Mei 2008 jo. Akta Addendum I Perjanjian antara Bank Nomor 28 tanggal
27 Maret 2012. Bahwa dalam perjalanan kredit sindikasi tersebut PT. CSM telah beberapa kali
menunggak  pembayaran  utangnya  kepada  para  bank  sindikasi  di  mana  sehubungan dengan
adanya  tunggakan-tunggakan  tersebut,  PT.  CSM  telah  memohon  untuk  melakukan
restrukturisasi utangnya kepada bank sindikasi dan akhirnya permohonan tersebut disetujui oleh
para bank sindikasi. Namun demikian, PT. CSM tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk
melakukan pembayaran sebagaimana dengan syarat yang sudah disetujuinya dan akhirnya PT.
Bank  CIMB  Niaga  Tbk  (agen  fasilitas)  menyampaikan  surat  peringatan  kepada  PT. CSM.
Meskipun telah diperingati oleh agen fasilitas. PT. CSM tetap tidak melakukan kewajibannya
yang  telah  jatuh  tempo,  dengan  demikian  PT.  Bank  CIMB  Niaga  Tbk  berdasarkan
kewenangannya  disertai  instruksi  dari  bank  mayoritas  menempuh  upaya  hukum,  yaitu
melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
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(PKPU) terhadap PT. CSM dengan nilai utang sebesar Rp. 1.070.828.628.690,- (satu triliun
tujuh puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu
enam ratus sembilan puluh rupiah) dan permohonan tersebut dikabulkan.
Menurut  Sutan  Remy Sjahdeini,  dalam konsep kredit  sindikasi  dibedakan  antara
kredit  sindikasi  (syndicated  loan)  dengan  sindikasi  kredit  (loan  syndication).  Kredit
sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh suatu sindikasi kredit yang beranggotakan lebih
dari  1  (satu)  lembaga  pemberi  kredit,  berfungsi  sebagai  penyedia  dana,  bukan  sebagai
pemberi kredit (lender). Pihak yang menjadi pemberi kredit adalah sindikasi kredit bukan
para anggota atau peserta sindikasi tersebut. Dengan kata lain, yang menjadi kreditor dalam
kredit  sindikasi  adalah  sindikasi  kredit.  Sindikasi  yang  dimaksud  pada  kredit  sindikasi
adalah sindikasi kreditor sebagaimana pengertian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 berikut penjelasannya, tetapi sindikasi dari para penyedia dana.
Pemberian kredit sindikasi oleh sindikasi kredit berbeda sekali dengan pemberian
beberapa kredit oleh beberapa lembaga pemberi kredit kepada seorang debitor. Pada kredit
sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit terdapat hanya satu kreditor atau lender saja,
yaitu sindikasi kredit,  dan hanya ada satu dokumentasi sindikasi kredit  saja. Pada kredit
sindikasi  masing-masing  anggota  kredit  sindikasi  tidak  mempunyai  hubungan  langsung
dengan debitor, pada kredit sindikasi hubungan hukum yang ada hanyalah debitor dengan
sindikasi kredit bukan dengan anggota sindikasi kredit.
Pada  kredit  sindikasi  hubungan  kreditor  dengan  debitor  dilakukan  melalui  agen.
Agen mewakili sindikasi dapat dikatakan agen mewakili para peserta sindikasi dalam kaitan
kewajiban  para  peserta  itu  menyediakan dana bagi  kredit  sindikasi  yang diberikan  oleh
sindikasi kredit. Masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan hukum yang
langsung dengan debitor. Sehingga, anggota/peserta sindikasi tidak berhak menegur atau
menagih  pembayaran  kredit  pokok  dan  bunganya  kepada  debitor  apabila  debitor
menunggak  pembayaran  tersebut.Segala  perbuatan  hukum  termasuk  menyurati  debitor
hanya dapat dilakukan oleh agen.
Dengan tidak memiliki hubungan hukum yang langsung, maka para peserta sindikasi
tidak  berhak  untuk  menerima  secara  langsung  pembayaran  cicilan  kredit  pokok  dan
bunganya dari debitor. Dan juga debitor juga tidak dapat melakukan pembayaran kepada
salah satu kredit atau kreditor lain menurut pilihannya. Kewenangan agen sangat ditentukan
oleh perjanjian antara sindikasi kredit atau antara semua anggota sindikasi dan agen yang
bersangkutan. Dalam perjanjian tersebut kewenangan agen dapat dibatasi, antara lain
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pembatasan  mengenai  dalam  hal  apa  agen  dapat  melakukan  sesuatu  atau  tidak  dapat
melakukan  sesuatu  atau  hal  apa  agen  tidak  berwenang  untuk  melakukan  sesuatu  tanpa
terlebih  dahulu  memperoleh  persetujuan  dari  sindikasi  mayoritas,  dapat  pula  ditentukan
bahwa untuk perbuatan hukum tertentu, tidak cukup agen harus terlebih dahulu memperoleh
persetujuan dari para anggota sindikasi mayoritas, tetapi harus memperoleh persetujuan dari
semua anggota atau peserta sindikasi.26
Menurut  Kartini  Muljadi  dan  Gunawan Widjaja,  setiap kreditor  dalam perjanjian
pemberian  kredit  sindikasi  adalah  berwenang  untuk  memajukan  permohonan  kepailitan
terhadap debitor manakala debitor tersebut telah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada
kreditor  (masing-masing)  kreditor  dalam  perjanjian  pemberian  kredit  sindikasi,  kecuali
mereka telah membatasi hak mereka tersebut dalam perjanjian antar mereka.27
Dari kedua penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan
kepailitan oleh kreditor peserta kredit sindikasi adalah pihak-pihak kreditor sindikasi tersebut,
yaitu  bank-bank peserta sindikasi,  juga pihak agen sesuai  dengan perjanjian kredit  sindikasi
yang  ada  (apabila  hal  itu  diperjanjikan)  dengan  persetujuan  kreditor  mayoritas,  sedangkan
kreditor  sindikasi  secara  terpisah  bila  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  berikut
penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  dapat  mengajukan
permohonan  pailit  sebagaimana  pemohon  kepailitan  kredit  sindikasi,  akan  tetapi  bila
mendalamai makna kredit sindikasi terhadap Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diterapkan dalam hal
permohonan kreditor secara terpisah sebagai pemohon pailit kredit sindikasi.
Terhadap permohonan kepailitan kreditor peserta sindikasi  belum ada pengaturan
yang lebih jelas atau lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku
sekarang ini. Apabila Pasal 2 ayat (1) tersebut diterapkan dalam hal permohonan kepailitan
kreditor  sindikasi  tentunya  semua  kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  tersebut  jika
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004,  dengan  sendirinya  kreditor  peserta  sindikasi  secara  terpisah  dapat  mengajukan
permohonan sebagai pemohon pailit kredit sindikasi terhadap debitor dengan mememuhi
syarat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Kreditor  yang  terlibat  dalam suatu perjanjian kredit  sindikasi  tetap dapat  melakukan
permohonan pailit dengan dasar penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 yang menjelaskan bahwa kreditor yang terikat kredit sindikasi kedudukannya sama
26 Sutan Remy Sjahdeini (a), op. cit., hlm. 2.
27 Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 181.
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dengan kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2. Pengertian kreditor menurut
Pasal 1 angka 2 adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-
undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.”
Di dalam penerapan Undang-Undang Kepailitan yang lama, yaitu Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1998 terdapat ketidakpastian mengenai pihak yang berwenang mengajukan
permohonan pailit terhadap debitor yang terikat dalam kredit sindikasi. Permasalahannya
ialah apakah setiap peserta sindikasi berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit atau
agen  yang  berhak  mewakili  sindikasi  untuk  mengajukan  permohonan  pailit?  Undang-
Undang Kepailitan yang lama sama sekali tidak memberikan pengertian dan pemahaman
mengenai hal tersebut. Tetapi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan yang baru,
yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memecahkan masalah tersebut.
Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika
terdapat  sindikasi  kreditor,  maka  masing-masing  kreditor  adalah  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 2. Dengan demikian, setiap peserta atau anggota sindikasi dari kredit
sindikasi  berhak mengajukan permohonan penyataan  pailit  tanpa harus melibatkan  agen
bank atau tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari para peserta atau anggota lain.28
Agen  fasilitas  sebagai  pihak  yang  memiliki  hubungan  hukum  langsung  kepada
debitor  memiliki  kewenangan  untuk  mengajukan  permohonan  pailit.Kewenangan  agen
tersebut  ditentukan  oleh  perjanjian  antara  sindikasi  kredit  atau  antara  semua  anggota
sindikasi  dan  agen  yang  bersangkutan.  Dalam  perjanjian  itu,  kewenangan  agen  dapat
dibatasi, antara lain pembatasan mengenai hal apa saja yang agen dapat lakukan atau tidak
dapat melakukan sesuatu atau hal apa agen tidak berwenang untuk melakukan sesuatu tanpa
terlebih  dahulu  memperoleh  persetujuan  dari  sindikasi  mayoritas,  dapat  pula  ditentukan
untuk perbuatan hukum tertentu, agen harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari
para anggota sindikasi mayoritas, tetapi harus memperoleh persetujuan dari semua anggota
atau peserta sindikasi.29
Kreditor  yang  terlibat  dalam perjanjian  kredit  sindikasi  sebagaimana  dalam Putusan
Nomor: 66/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yaitu bank konvensional dan bank syariah,
salah satu contohnya adalah Bank DKI, Bank DKI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank
Bukopin Tbk dapat mengajukan permohonan pailit tanpa harus menunggu persetujuan dari agen
atau kreditor mayoritas. Hal tersebut dapat dijalankan oleh para anggota sindikasi
28 Sutan Remy Sjahdeni (b), op. cit., hlm. 109.
29 Ibid.
25
dengan jalan membuat addendum dari perjanjian kreditnya dan perjanjian antar bank atau
perjanjian dengan agen fasilitas apabila belum diatur di dalam perjanjian pokoknya.
Addendum menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “jilid tambahan (pada
buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta.” Pada umumnya, istilah
addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun
merupakan satu-kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian
tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati
oleh  kedua  belah  pihak.  Sedangkan,  perpanjangan  perjanjian/kontrak  pada  umumnya
digunakan saat suatu perjanjian berakhir, namun para pihak menghendaki perikatan yang
berakhir itu (misalnya hubungan kerja) untuk diteruskan. Sehingga, para pihak membuat
kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian/kontrak.
Pada  dasarnya,  keduanya,  baik  addendum  maupun  perpanjangan  kontrak  adalah
perjanjian.  Karena  tanpa  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  salah  satu  pihak  tidak  dapat
membuat addendum atau memperpanjang suatu perjanjian secara sepihak. Jadi, sebenarnya
perbedaannya adalah pada penggunaan istilah atas dasar perbedaan fungsi. Namun, esensi
keduanya  tetap  adalah  perjanjian.  Dengan  demikian,  keduanya  sama-sama  merupakan
perjanjian  dan  tunduk  pada asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana diatur  dalam Pasal
1338 KUHPerdata. Jadi, dalam membuat kontrak/perjanjian, para pihak bebas menentukan
isi  kontrak  sepanjang  isi  dari  perjanjian  itu  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,
kesusilaan,  maupun dengan ketertiban umum (lihat  Pasal  1337 KUHPerdata).  Termasuk
dalam menentukan bentuk yang digunakan, para pihak dapat menyepakatinya.
Dapat pula pihak kreditor menggunakan dalil untuk melakukan permohonan pailit
yang  menyatakan  bahwa  penjelasan  dari  suatu  pasal  di  undang-undang  bersifat  tidak
mengikat.  Dan pihak kreditor  memberikan penafsiran  bahwa kreditor sindikasi  itu  sama
kedudukanya dengan kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Fungsi  dan  peran  penjelasan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  sudah
diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, antara lain:
Pertama,  penjelasan  berfungsi  sebagai  tafsir  resmi  pembentuk  peraturan  perundang-
undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat
uraian terhadap kata, frasa, kalimat  atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat
disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang
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tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Ke
dua, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih
lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Ke tiga, penjelasan tidak
menggunakan  rumusan  yang  isinya  memuat  perubahan  terselubung  terhadap  ketentuan
peraturan  perundang-undangan.  Ke  empat,  rumusan  penjelasan  pasal  demi  pasal  harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur
dalam batang tubuh; tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma
yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur
dalam batang tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah
dimuat di dalam ketentuan umum, dan/atau; tidak memuat rumusan pendelegasian.
Dengan demikian, penjelasan tidak dapat (tidak boleh) menyebutkan lebih luas dari
hal  yang  disebutkan  dalam suatu  pasal  yang  terkandung  dalam batang  tubuh  peraturan
perundang-undangan. Karena pada dasarnya penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari
norma yang terkandung dalam suatu pasal.
Dengan  kata  lain,  penjelasan  tidak  dapat  berisi  suatu  rumusan  norma  baru  atau
memperluas/mempersempit/menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang
tubuh peraturan perundang-undangan.30 Artinya, yang mengikat sebagai norma (dan dapat
dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-
undangan dan bukanlah penjelasannya,  karena penjelasan hanya berfungsi  sebagai  tafsir
resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.
III. SIMPULAN
1. Terhadap pelaksanaan ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  beserta  penjelasannya di  dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hal  permohonan pernyataan pailit
terhadap  debitor  yang  terikat  perjanjian  pemberian  kredit  sindikasi  tidak  dapat
seutuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat  (1) mengenai
penafsiran kedudukan kreditor sindikasi secara serta-merta. Hal tersebut dikarenakan
terhadap  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  permohonan  pernyataan  pailit  yang
dilakukan oleh kreditor yang terikat dalam perjanjian kredit sindikasi belum diatur
secara komprehensif (rinci) di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan
peraturan  terkait  lainnya.  Dengan  pengaturan  yang  masih  belum  jelas  tersebut,
menjadikan sandaran untuk menafsirkannya hanya berpedoman kepada ketentuan
30 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.
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penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  dalam
menentukan  kedudukan  kreditor  yang  terikat  perjanjian  kredit  sindikasi  untuk
melaksanakan kewenangannya mengajukan permohonan pailit.
2. Penerapan  ketentuan  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  di  dalam praktik  oleh  penegak
hukum,  khususnya  hakim,  bahwa  kewenangan  kreditor  yang  terikat  perjanjian
pemberian  kredit  sindikasi  terhadap  debitor  untuk  mengajukan  permohonan
pernyataan  pailit  masih  ada  perbedaan  persepsi  dalam  menafsirkan  ketentuan
penjelasan  Pasal  2  ayat  (1).  Tetapi  pada  dasarnya,  hakim  lebih  memilih
mengembalikan lagi kepada kesepakatan bersama para pihak yang terlibat di dalam
perjanjian pemberian kredit sindikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal
1320 KUHPerdata (asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda)).
3. Para peserta kredit sindikasi serta agen fasilitas memiliki celah untuk mengajukan
permohonan pailit  ke Pengadilan Niaga dengan cara  membuat  addendum tentang
kewenangan para kreditor  secara  masing-masing dari  perjanjian kredit  pokoknya,
kemudian perjanjian antara bank serta perjanjian dengan agen fasilitas. Atau, dapat
pula pemohon menggunakan dalil bahwa penjelasan dari suatu undang-undang itu
bersifat tidak mengikat, penjelasan dari suatu undang-undang hanya penafsiran dari
pembuat  undang-undang itu  saja.  Atau,  bisa saja  pemohon pailit  tetap berpegang
teguh pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang
menyatakan  kreditor  sindikasi  merupakan  kreditor  sebagaimana  yang  dimaksud
dalam Pasal 1 angka 2 yaitu kreditor konkuren, separatis dan preferen. ***
